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TENTANG

PENGELOLAAN XEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIIttUR,

bahwa untuk mel滅【sanakan ketentuan Pasa1 23 εヮ
アat(6),PaSal

28年 威 (5),dan Pasd 44〔 vat(5)Peratur〔狙 Menteri DalaFn

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa,pcrlu incnctttkan Pcraturan Bupati terltang Pcng31ol凛

Keuangar.Desa;

UIldang―Undalig Nomor 5 Tahun 2002 tcntang Pembenti■ kar.

Kabupatcn  Katil■gan,  Kabupaten  Seruyan,  Kaし upatcn
Stlkaglara, Kabupaten Lttandau, Kabupaten CtlntLng Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabtlpaten Mur曖 菫g Rtta dan
Kabupatcn Barito Tirrlur dal〔 un Wilttah Provinsi Kalirnantan
Tcngah (Lcmbaran Negara ReFublik lndoncsia Tahun 2002
Noll■or 18, Tarl■ bahan Lerl■bttan Ncgtta Rcpublik lndoncsia
Nomor 4180);

Undang― undang No難or 17 Tahun 2003 tentang Kbuang額
Negara (Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tttbahan Lcmbaran Negtta Rcpublik lndOnesia
NO璽LOr 4286);

Undang―Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PcI℃ncttaar.  Pel■b鍾響 ntt  NasioFlral (Lerl■じ訂錘  Negtta
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Talnbahan
Lcmbttan Negtta Republik lndonesia Nomor 4421);

Undttg― Undang NornoF 39 Tahun 2008 tentang Kernentcrian
Negara (Lcmbttan Negtta Republik lndonesia Tahun 2008
NolT■or 166,Tttbahan Lembttan Negざ a Republik lndonesia
Nolltor 49 16);

Undang― Undal■g NoIIlor 6 Tah■ ln 2014 tentang Desa(Lerl■ b額敏

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Norrlor 7,Talnbahan

ublik :49neSia NOmor 5495);
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馨. Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintaharl
Dacrah (Lcmbttan Ncgtta R℃ publik lndoncsia TahuF■  2014
Nomor 244, Tttbahan Lembaran Ncgara Rcpublik lttdonesia
Nomor 5587),sebagailnana tclah diubah beberapa kali terakhir

dengal■  Undmg―Undang Nolmor 9 Tttun 2015 tental■g

Pcrllbaharl Kedua atas Uttdang― Unda■lg Nomor 23 Tahun 2014

tentang Perlterintahan Daer〔 遣1(Lelrlbarar. l■Tegaia Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tttbahatt Lettbaran Ncgara
Republik lnttonesia Nomor 5679);

7. Undang-1」 ndang Nornor 30 Tahun 2014 ter.tang Adn■ inistrasi

Peme14intahan (Lcmbttan Negtta Republik ttrldorlesia Tahun

2014 Nomor 292, Tarnbahan Lcmbttan Negara  Republik
lndonesia Nomor 5601);

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tahui■ 2005 te_r.tang Dtta
Perirnbarlgarl(Lembttan Negtta Re_publik lrldonesia Tahun
2005 No重 or 137, Tttbahan Lcmbttan Negtta R℃publik

lndonesia Nomor 4575);

9.Peraturan Pemcrintah Norlrlor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem
lnformasi Keuttg創 ■ Daer`流  (Lelitbarail Negara Republik
lndoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tttbahan Lcmbttal■
Negtta Rcp■ lblik lndoncsia Nottor 4576), seし ag〔逓菫雛 a telah

diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tcntang Perubahan atas Pcraturall Perl■ crintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistcm lnforrnasi Keuangan Daerah

(1£mbttatt Ncgtta Rcpubllk ln4oncsia Tahun 2010 Nomor l10,
Tttbahan Lelr■ ba■

―arl Ncgtta Republik lndonesia NollloF 5 155);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun_9006 tentarlg Pelaporal■

Keuangan dan Kinetta lnstansi l■ )inerintah(Lernbttan Neg″ a
Rcpublik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tttbahan
Lcmbttatt Negtta Republik lndoncsia Nottor 46 14ト

11.Peraturarl Pemc五 ntal■  Nomor 43 Tahun 2014 terltang
Peraturan Pelaksanaan Undang― Undang Nomor 6 Tahur1 2014
tentang Desa (Lembttan Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tttbahan Lcmbartt Ncgcra Rcpublik
llldonesia Nomor 5539)seba警強rntta tel曇  bebertta kdi
diubah terakhir dcrLgan Peraturan PcFrlC五 i■t〔垂I NomoF ll Tahun

2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang ttrattlran  Pelaksar.aan
Undang― Undal■g Nornor 6 Tttun 2014 tental■ g Desa(Lcrl■bararl

Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2019 NomoF 41,T鍾 しahan
Lcttb釘額 Negera Rcplllblik lndonesia Nomor 632 1);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentanb・ Dana
Desa yang bcrsumbcr dari An雲 釘 an Pendapatan dall Bel〔通可a
Negara (Lembttan Negtta Republik lndonesia Tahun 2014
Nolnor 168,Tarllbahan Lclnbダ an NettFa Republik[rldoncsia
]\T^*^- -r-r)\r\urilul JJJoJ, terakhir

dcngan Peratu 16 tcntang

F60 TahullPerubahan



2014 tenttng Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendttatan daFI BelanJa Negara(LerFlbaraFI Negara Republik
lndonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negera
Republik lndonesia Nomor 5864);

13.Peraturan Pelnerintah NoFnOr 18 Tahun 2016 tenttg
Peranょat Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia TahLln

2016 Nomor l14, Tambahan Leinbaran Negara Repubttk
lndonesia Nomor 5587);

14.Peraturan Peme五 ntah Nornor 12 Tahun 2017   tenね ng
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan PeJme五 ntahan
Daerah (Lembaran Negara Repubttk lndonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lelnbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6061);

15.Peraturan Perne五ntah Nolmor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pe●yanan Minimal(Lembaran Negara Repubttk lndonesia
Tahun 2018 NoIIlor 2,Tambahan LcIIlbaraFI Negara Republik
lndonesia Nomor 6178);

16R Peraturam Peme五 ntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nolmor 42,Tambahan Lembaran Negara
Repubttk lndonesia Nomor 6322);

17.Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2006 tenttng
Pedomarl Pengelolaan Ke■ langan Daerah sebagaimana ttlah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturarl Mente五 Dalam
Nege五 Nomor 21 Tahun 201l tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Mente五 Dalam NegeH Noコmor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeblaan Keuangan Daerah (Bc五ね  Negara
Republik lndonesia Tahun 201l Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Nege五 Nonlor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar AkШ ntansI Peinerintahan Berbasisノ 咄ばual

Pada Peine五ntah Daerah(Berita Negara RepubШ に Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);
19.Peraturan Mente五  Dalam Nege五  Nolmor l14 Tahun 2014

tenttmg Pedo]man Pembangunan Desa(Bedta Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

20.Peraturan Mente五 Dalam NegeH Nolmor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah(Be五性l Negara Repub五k
lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebaga■ rrlana telah diubah

dengan Peraturan Mente五 Dalam Nege五 Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah((Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nolmor 157);

21.Peraturan Mente五 Dalam Neged Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Repubttk lndonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pokok―Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor
dengan Peraturan Daerah

8 Tahun 2Ol4 tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2OL4 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

23. Perahrran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

24.Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2A14 Nomor 3O);

25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2Ot6 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2OL6 Nomor 23) sebasaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, T\rgas Pokok dan Fungsi
serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
2017 Nomor 15);

MEMUTWS― :

Menetapkan t PERATU―  BUPATI TEITANC PENGELO岬  KEUNOm
DESA.

BAB I
I{ETEITTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peratrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Barito
5. Bupati adalah Bupati Barito Timur.



6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah
Kabupaten Barito Timur.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
benrenang untuk mengatrrr dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelen ggtr a Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

ll.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqiiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perenc€rnaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (sattr) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

15. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bag Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
unhrk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksallaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala
yang karena jabatannya



menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya

disingkat PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

2O. Kepala LJrusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

2l.Kepala Seksi, yang sela4iutnya disebut Kasi, adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan
yang menjalankan tugas PPKD.

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

23. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untrrk
sebesar-besafirya kesejahteraan masyarakat Desa.

24.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun a.nggaran.

25. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
desa.

26.Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari rekening kas
desa.

Z7.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

28. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Desa.

29. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan
Desa dengan belanja Desa.

3L. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan
Desa dengan belanja Desa.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran
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33.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang settutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian sedap kegiatarl,
an3aran yang disediakan,dan rencana penankan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan keglatan yang

telah ditetapkan dalam APB Desa.

34.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anmaran yang selattumya
disingkat DPPA adalah dokumen yttg memuat perubahan
Hncian kegiatan, anggaran y=Lg disediakan darl rerlcana
penarlkan dana untuk keglatan yarlg akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan

APB Desa dan/atau Perubahan Pettabaran APB Desa.

35。 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Laniutan yang selanJutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan,
anggaran dan rencana penankan dana untuk kegiatan laビ jutan
yang  anggarannya  berasal  dari  SiLPA  tahun  anggaran
sebelumnya.

36.Pengadaan barangん asa Desa yang selι ttjutnya disebut dengan
pengadm barangん aSa adalah ke」atam untuk lrlemperolch
barangんasa 01Ch Pemedntah Desa, baik dttakukan nlelalui
swakebla dan/atau penyedia barangん asa.

37.Rencana Anggaran Kas Desa yang selan」 utnya disebut RAK
Desa adalah dokumen yang inemuat arus kas inasuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penankan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran― pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa。

38.Surat Pcmmntaan Pembayaran yang selanJutnya disingkat SPP
adalah dokumen penttuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang danjasa.

39.Aparat Pengawas lntemal Peme五 ntah yang sel珂 utnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementedan,■ lnit

pengawasan lembaga pemerlntah nonkementerian,inspektorat
daerah provln,i,dan inspektorat dacrah kabupaten/kOta.

40,Peraturan Desa adalah peraturan perundang― undangan yang
ditettkan olch Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Pemusyawaram Desa.

41.Aset Desa adalah barangコnilik Desa yang berasal dari kekv麺
asI Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau
perolchan hak lainnya yang sah.

BAB II
ASAS PENGELO― N KEUANGAN DESA

,Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas 'o"rr*O"r"o,
akuntabel, partisipatif serta. dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran
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(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
KTKUASAAN PEilGELOI"AAIT KTUANGAN DESA

Baglaa Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

hsat 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
( L), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan keb{iakan tentang pengelolaan barang milik

desa;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban APB Desa;
d. metetapkan PPKD;
e. menyetqiui DPA, DPPA, dan DPAL;
f. menyetujui RAK Desa; dan
g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada
selalm PPKD.

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pel,aksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasd 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur keuangan.

keuangan Desa
Kepala Desa

perangkat Desa

kepada PPKD



Pasal 5

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
berhrgas sebagai koordinator PPKD.

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. Mengoordinasikan pen5rusunan dan
kebiiakan APB Desa;

pelaksanaan

b. mengoordinasikan pen)rusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APB Desa;

c. mengoordinasikan penJrusunan rancangan peraturan Desa
tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan
pertanggungiawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan pen5rusunan rancangan peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan
Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penJrusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APB
Desa.

(3) Selain hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Sekretaris
Desa mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b, melakut<an verilikasi terhadap RAK Desa; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa.

Pasat 6

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hunrf b
bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(21 Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas :

a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. melalmkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban a.nggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b.
c.

d.

melaksanakan anggar€rn kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

tugasnya;



e.menandatangani petta4jian ketta Sana dengan penyedia
attLS pengadaan barangttasa unmk kegiam yang berada
dalιun bidang tugasnya;dan

i menyusun laporarl pelaksanaan keglatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertan優卿nglawaban pelaksanaan APB
Desa.

(5)Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana keglatan anggaran
Sebttmana dilnaksud pada ayat(4)dilakukan berdasarkan
bidang tllgas lnasing―masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

ksal 7

I'raur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibanhr oleh tim yang
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena
sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
Tim sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
perangkat Desa, lembaga kemasy'arakatan Desa dan/atau
masyarakat, yang terdiri atas:
a. Ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu
pelaksana kewilayahan.
Pembentukan tim sefongaimana dimaksud pada ayat (U
diusulkan pada saat pen5rusunan RKP Desa.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui
keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
melaksanakan fungsi kebendaharaan.
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas :

a. menJrusun RAK Desa; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima

menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan penerimaan pendapatan Desa
dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

１
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)



(1)

(2)

BAB Ⅳ
ANGG― PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

APB Desa, terdiri dari :

a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasilikasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pendapatan.
Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek
pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode
rekening.

Bagtan Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

(L) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a, yaittr semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa.

(21 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I-), terdiri
atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasat 12

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. hasil usaha;
b. hasil aset;

swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

↑

(3)

(4)

Ｃ

．ｄ pendapatan



(2)

(3)

(4)

(5)

Hasil usaha Desa seb疑 葬山mana dunaksud pada ayat(1)huruf
a,antara lain bagi hasil BUM Desa.

Hasil aset sebagaimana dilnaksud pada ayat(1)hunlf b,antara

lain,tanah kas Desa,tambatan perahu,pasar Desa,tempat
pemandian umum, Janngan lngasI, dan hasil aset kttnnya
sesual dengan kewenangan berdasarkan hak asal― usul dan
kewenangan bkal berskala Desa.

Swadtta,partisipasi dan gotong royong sebaga■ mana dilnaksud
pada ayat(1)huruf C adJhh pene五 肛口ほn yang berasal dari

stlmbangan maw鉗薇 at DOsa.

Pendttm asli Desa lain'sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)hurtlf d antara lain hasil pungutan Desa.

hsal 13

(U Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. dana Desa;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten;
c. alokasidanadesa;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan
khusus.
Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat {21 dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7oolo (tqiuh puluh
per seratus) dan paling banyak 3Ao/o (tiga puluh per seratus).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
penerimaan dari barrttran perusahaan yang berlokasi di Desa;
penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
koreksi kesalahan belanja tahun anggar€rn sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggara.n
berjalan;

e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

(2)

(3)
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Baglan Kedua
BelaoJa

Pasal 15

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b, yaihr semua pengeluaran yang merupakan kew4iiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Desa.

(21 Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dipergunakan untrrk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

Pasal 16

(1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan
dalam RKP Desa.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
yang terjadi di Desa.

Pasal 17

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf a dibagi dalam sub bidang :

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, ttrnjangan dan
operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desal
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan

kearsipan;
d. tata prqia pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan

pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf b dibagi dalam sub bidang :

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekedaan umum dan

(2)

(3)



d. kawasa.n permukiman;
e. kehutanan dan lingkr:ngan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata;

(3) Klasifikasi belar{a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf c dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf d dibagi dalam sub bidang :

a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempu€rn, perlindungan anak dan keluarga;
e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal L6 ayat
(1) huruf e dibagi dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasa1 18

(1)Sub bidang sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 17 ayat(1)
sarnpai dengan ayat(4)dibagi dalarrl kegiatan.

(2)Daftar kegiatan sebl理nimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan bahasa lndonesia dan dapat disesuaikan dengan

bahasa daerah dengan kode rekenlng yang samほ 。

13)Pcme五ntah Dacrah dttat menalnbahkan kogiatan yang ttd`よ
tercantum dalam daftar sebagalmana dimaksud pada ayat(1)

dengan inembe五kan kode 90 sampai dengan 99.

(4)Peme五ntah Dacrah dapat menambahkan kegiatan pene五maan
lain Kepala Desa dan perangkat Desa dengan kode rekenmg 90
sanlpa■ dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil
pengelolaan mah bengkok atau sebutan lain dan/atau
bantuan khusus pada sub bidang seb… ana diinaksud
dalam Pasa1 17 ayat(1)huruf a.

(5)Penambahan kegiatan sebagl狙 marla dimaksud pada ayat(4)
tidak diterapkan daltt ketentuan penggunaan paling banyak
30% ltiga puluh per seratus)sebagalmana diatur dalaln
ketentuan perattran perundang―undangan.



Pasal 19

(1) Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),

terdiri atas :

belanja pegawai;
belanja barang/jasa;
belanja modal; dan
belanja tak terduga,

Pasal 20

Belaqia pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
a", dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial
bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} sesuai dengan ketenfiran peratrrran pemndang-undangan
dan kemampuan APB Desa.

Pam 21

Bel可a barangんasa Sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 19
hu」肛F b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barangttasa yang nilai manfaatnya kurarlg dari 12(dua belas)

bulan.

Belaロゴa barang/jaSa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
digunakan anttra lain untuk:

a.operasional pemerintah Desa;

b.pemeliharaan sarana prasararla Desa;

kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan/ bimbingan teknis;
operasional BPD;

e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu banttran ua.ng untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
membanttr pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberian barang pada

ａ．
ｂ
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sebagaimana dimaksud pada
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(2)

menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c,
digunakan unhrk pengeluaran pengadaan barang yang nilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah
aset.
Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (U
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasa1 23

Belatta tak terduga seb〔 穏amarla dimaksud dalam Pasa1 19
huruf d merupakan bel珂a untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang bersI膿 Ja lokal Desa.

Bel珂a untuk keglatan pada sub bidang penang罫 ■langan

bencana,  keadaan  darLlrat,  dan  keadaan  mendesak
sebaga■mana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai be五kut:

ao bukan merupakan kegiatan normal dari aktiviね s

pemenntah  Desa  dan  tidak  dttat  diprediksikan
sebelumnya;

b.tidak diharapkan ter3adi benllang;dan

c.berada diluar kendali peme五 ntah Desa.

kegiatan  pada  sub  bidang  penan建睡嬰ュlangan  bencana
sebagailnana diinaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat tettadinya bencana alanl dan bencana

soslal.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darllrat sebagalman
dilnaksud pada ayat(1)merupakan upaya penanrlangan
keadaan  darurat  karena  adanya  kerusakan  dan/atau
terancamnya  penyelesalan  pembangunan  sarana  dan
prasararla  akibat  kenaikan  harga  yang  menyebabkan
terganrnya pelayanan dasar masyarakat.
Kegiatan p〔劇la sub bidang keadaan mendesak melupakan
upaya perrlenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat  nliskin  yang  mengalanli  kedaruratan,  dan
pengembalian atas kelebihan pelmb等〔rm tahun sebelumnya.
Tata cara penttnaan anggaran kegiatan sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak lnelalui cara:

a. Kepala  Desa  menetapkan  status  bencana,  keadaan
darurat   dan   keadaan   mendesak   dengan Surat
Keputusan;

b. Kepala Desa memimpin
kegiatan anggaran;

c. hasil kesepakatan rapat

(3)

(4)

(5)

(6)

rapat keda bersama pelaksana



pada huruf (b), dituangkan dalam berita acara;
d. berita acara sebagaimana dimaksud pada hunrf c,

menjadi dasar bagr kepala Desa untuk melaksanakan
anggaran biaya bidang tak terduga;

e. pelaksanaan anggaran ss$egaimana dimaksud pada huruf
(d), dilampiri dengan RAB.

(71 Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian
obyek belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Bagian Kettga
Pembia5nan

PasI 24

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggarErn yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 25

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasa 24
ayat (2) huruf a, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali

tanah dan bangunan.
SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan.
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrf b digunakan unhrk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan
pembiayaan dalam APB Desa.
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

１
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(3)

(4)



Pasal 26

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

?asal27

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1

(satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.
(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat :

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus

dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4\ Pembentrrkan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan
atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Kepala Desa.

Pasal 28

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b antara iain digunakan untuk menganggarkan kekayaan
pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk
meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada
masyarakat.

(2\ Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan
dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dalam
bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4\ Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Proses penyertaan modal
dengan Peraturan Desa.

pada b、
既ハ臥 FIt∝叩kan
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dengan Peraturan Desa.
(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedikitnya

memuat ketenttran :

a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

BAB V
PEITGELOI"AAN

Pasat 29

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perenc€rnaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungiawaban.

Pasat 30

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan
dari rekening kas Desa,
Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri.

Dagian Kesatu
Perencanaaa

Pesal 31

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan
perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa
pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam ApB
Desa.

(21 Sekretaris Desa mengoordinasikan penJrusunan ra.ncangan ApB
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman
pen]rusunan APB Desa yang diattrr dengan Peraturan Bupati
setiap tahun.

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan

１
■

(2)

(3)

S'AR.&F
Desa.



C. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan,
jika tersedia;
peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
dan

g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

Bupati dapat mengundang Kepala Desa danf atau aparat Desa
terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimany a rancangan dirnaksud.
Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan
peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan lrmr-tm, dan RKP Desa,
seianjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
Dalam ha1 hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan Ltmum, dan RKP Desa, Kepaia
Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

Pasa1 36

Apabila hasil evaluasi sebagaiFnana dimaksud dalam Pasa1 35

ayat(5}tidak ditindaklttuti 01Ch Kepala Desa dan Kepala Desa

tetap menetapkan Rarlcangan Pcraturarl Desa tentang APB
Desa mengadi Peraturtt Desa darl Rarlcangan Pcraturarl Kepala

Dcsa tentang Pcttabaran APB Desa m鋼 Jadi Perattran K9Pala
Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan
Keputusarl Bupati.

Kepala Desa rnemberhentikan pelaksanaan Peraturan lDesa dan

Peraturan Kepala Desa paling laFrla 7(tl巧 uh)hari ketta Setelah

pembatalan sebagamana dilnaksud pada avat (1) dan
selanJutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan
Desa darl Peraturan Kepala Desa dilnaksud.

Dalam hal pembatalan sebagaimarla dimaksud pada ayat(1)
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional  penyelenggaraan  peme五ntahan  Desa dengan
menggunakan pagu tahun sebelumnya s―pai penyempurnaan
Rancangan Peraturan Desa ten
mendapat persetujuan Bupati.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)



mendapat persetu.iuan Bupati.
Pasal 37

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa kepada camat.

P劉騒饉38

(1)Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
dievaluasi ditetapkan olch KepJh Dettl Frlen,adi Peraturan

Desa tentang APB Desa.

(2)Peraturan Desa tentang APB Desa sebagalmana dimaksud
pada ayat(1)ditetapkan paling lambat tangga1 31 Desember

tahun anggaran sebelumnya。

(3)Kepala Desa lmenetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang penJabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksarla
dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

(4)Kepala Desa meny― pa■kan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Peraturan Kepala Desa tentang penJabaran APB Desa
kepada Bupati paling lama 7 (魚 巧uh)hari ketta Setelah
ditetapkan.

pasal 09

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa
kepada masyarakat melalui media informasi.

{21 Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan

kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Pasal 40

(1) Pemerintah Desa dapat melalnrkan perubahan APB Desa
apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan
pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja; dan

d. keadaan yang menye

一磐

鮮



(2)

(3)

digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
biasa.
Kriteria keadaan luar biasa sebagaim€ula dimaksud pada ayat
(2) antara lain :

a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/ata:u pengeluaran dalam APB Desa
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari
5U/o;

b. presentase 50% sebagimana dimaksud pada huruf a,
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan
antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.

Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB
Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal 41

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peratrrran Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
ditetapkan.
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
anggaran bedalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peratrrran Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasat 42

Ketentuan mengenai penlrusunan Peraturan Desa mengenai APB
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal
38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pen5rusunan

(4)

１
■

(2)

(3)

Peraturan Desa mengenai



１
■

(2)

(3)

Bagian Kedua
pelaksanaan

Pasa1 43

Pclaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  merupakan
penerilnaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui

rekening kas Dcsa pada bank yang dituttuk Bupati.

Rekening kas Desa scbagaiinana dilnaksud pada ttat(1)dibuat

oleh Pcmerintah Dcsa dcngan spesirnen tanda tangan Kepala
Dcsa dan Kaur Ktuangan.

Dcsa yang belum mcnliliki pelε ヮ
ranan perbankan di、アilayahnya,

rekcning kas Desa dibuka di恥″ilayah tcrdekat yang dibuat olch

Pemerintah Desa dengan spcsirnen tanda tangan Kepala Desa
dan Kaur Keuangan,

Pasal 44

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.

i2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
pengendaiian penyaluran dana transfer.

(4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah
paling banyak Rp.5.000.000,00 (1ima juta rupiah) untuk
memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

Pasal 45

(1) Kepaia Desa menugaskan Kaur dan Kasi peiaksana kegiatan
anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
telah dianggarkan.

(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu
pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan

が 、

yang melaksanakan kegiatan.



yang melaksanakan kegiatan.
(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {21

hurlf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan

r€rncangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

(1) Sekretaris Desa melakrrkan verifikasi rancangan DPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan rancangan DPA.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverilikasi
oleh Sekretaris Desa.

Pasat 47

(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan/atau pembahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggar€ul
dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menJrusun
rancangan DPPA.

(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi
menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyehrjui rancangan DPPA yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Desa.

Pasal !+8

(1) Kaur Keuangan menJrusun ranc€Lngan RAK Desa berdasarkan
DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3) Sekretaris Desa melakukan verilikasi terhadap rencangan RAK

Desa yang diajukan Kaur
(4) Kepala Desa menyetujui



diverifikasi Sckrctaris Dcsa.

Pasa1 49

R_AK Dcsa sebagairnana dilnaksud dalam Pasa1 48 meFnuat arus
kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rckcning kas untuk mendanai pengcluaran
bcrdasarkan]DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasa1 50

(1)Arus kas rrlasuk sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 49
memuat sclnua pendapatan Desa yang berasal dari Pcndapatan

Asli Desa,transfcr dan pendapatan lain.

(2)Setiap pendapatan sebagairnana diFnakSud pada ayat (1)
didukung olch bukti yang lcngkap dan sah.

Pasa1 5 1

(1)Arus kas kcluar scbagairnana dirnaksl】 d dalarn Pasa1 49
memuat scmua pengcluaran bclan」 a atas bcban APB Dcsa.

(2)Sctiap pcngcluaran scbagairnana diinaksud pada ayat (1)
didukung dcngan bukti yang lengkap dan sah.

(3)Bukti  SebagaiFrlana  dilnaksud  pada  ayat (2) mcndapat
persctu」 uan Kcpala Dcsa dan Kepala Dcsa bcrtanggung jawab
atas kebcnaran matcrial yang timbul dari pcnggunaan bukti
tersebut.

(4)Kaur dan Kasi pelaksana kcgiatan anggaran bcrtanggungiaヽ Vab
terhadap tindakan pengeluaran sebagairnana diinaksud pada

勢 át(1).

(5)Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan
buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran
anggaran kcgiatan sesuai dcngan tugasnya.

Pasa1 52

(1)Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang
telah disctlttui Kepala Dcsa.

(2)PelakSanaan kegiatan sebagailnana dirllaksud pada ayat(1)
swakclola dan/ataupcngadaan mclaluidilakukan dengan

penycdia barang/jasa.

(3)PelakSanaan kegiatan sebagaimana dilrlaksud pada ayat(2)
diutamakan lnelalui s恥 ″akclola.

(4)Pcngadaan melalui s、vakclola scbagaiinana dilnaksud pada ayat

dengan   rnemaksimalkan   penggunaan(3)  dilakukan
matc五a1/baharL dari wila
dengan melibatkan partisipas



kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan

melalui srakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu
dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan batxrgljasa di Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur
tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

ksal 53

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar
atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

(2) Pengqiuan SPP wqiib menyertakan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

(I") Penggunaan anggaran ytrry diterima dari pengajuan SPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10
(sepuluh) hari kerja.

{2) Dalam hal pembayaran pengadaan barangljasa belum
dilakukan dalam waktu LO (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang
sudah diterima kepada Kaur Keuangan unttrk disimpan dalam
rekening kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungiawaban pencairan anggar€Ln sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bempa bukti transaksi pembayaran
pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi
pembayaran dengan pertanggungiawaban pencairan anggaran
yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
dan Kasi pelaksana anggaran mengembalikan sisa
uang ke rekening kas Desa.

貯AttAF
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Pasal 55

(1) Pengeiuan SPP untuk kegiatan y*ry seluruhnya dilaksanakan
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa
diterima.

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan :

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. mengqii kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB
Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan
hasil verilikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan
besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala Desa.

ksal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wqiib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selumh kegiatan
selesai.

PaEaI 5?

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran men)rusun
RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang
diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

{2) Sekretaris Desa melakukan verilikasi terhadap RAB yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

(3) Kepala Desa melalui srrrat keputtrsan Kepala Desa menyetujui
RAB pelaksana.an kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai
dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak
terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak
keputrrsan Kepala Desa ditetapkan.

PAFTAF
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heal 58

{1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas
anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan
ketenflran peraturan perundangan mengenai perpajakan yang
berlaku.

(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan
pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pqiak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai,
barang/ jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan selumh penerimaan pajak
yang dipungut sesuai dengan ketenhran peratrrran perundang-
undangan, ke kas negara/kas daerah melalui e-billing.

Fbsal 59

Arls kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APB
Desa.

hsal_ 60

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a
digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lehih

kecil daripada realisasi belanja; dan
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
hurrf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan
yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali r€rncangan DPA untuk disetqiui Kepala Desa menjadi
DPAL untuk mendanai kegiatan yang helum selesai atau
lanjutan sefoageimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

PA― F
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(5)Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mcngttukan rancangan DPA scbagaiinana diinaksud pada彎「at

(4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir rcalisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kcpada Kepala Desa paling

lambat rninggu kcdua bulan Dcscmbcr tahun anggaran bettalan.

(6)Sekretaris Dcsa menguji kesesuaian jurnlah anggaran dan sisa
kcgiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7)DPAL yang tclah disetu」 ui inenJadi dasar penyclcsaian kegiatan

yang belurn selesai atau lattutan pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasa1 61

(1)Pencairan dana cadangan scbagailnana dirnaksud dalam Pasal
25 ayat (1) huruf b dan pembcntukan dana cadangan
scbagailnana dilnaksud dalam Pasa1 26 huruf a dicatatkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)Pcncatatan pcncairan dana cadangan sebagairnana dirnaksud
pada ttat(1)rnerupakan penyisihan anggaran dana cadangan
dalan■ rckening kas Desa.

(3)Pembentukan Dana Cadangan sebagaiinana dirnaksud pada
ayat(1)dilarang digunakan untuk mernbiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalarn Peraturan Desa

mcngcnai dana cadangan.

(4)Prograrn dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Desa sebagaiinana dirnaksud pada ttat(3)dilakSanakan apabila

dana cadangan telah mencukupi untuk rnelaksanakan program

dan kcgiatan.

(5)Dana  cadangan  scbagailnana  diinaksud  pada  ayat (4)
dianggarkan pada penerirnaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasa1 62

Pcnycrtaan modal sebagailnana dimaksud dalarn Pasa1 26
huruf b dicatat pada pcngeluaran pcmbiayaan.

Hasil  kcuntungan  dari  pcnyertaan  modal  scbagairnana
dirnaksud pada ttat(1)dilnasukan scbagai pcndapatan asli
Desa.

Bagian Ketiga
penatausahaan

Pasa1 63

(1)Penatausahaan keuangan dilakukan olch Kaur Keuangan
sebagai pelaksana fungsi kebendahttaan,

PA― F
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(2)

(3)

１
■

(2)

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam
buku kas umum.
Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

Kaur Keuangan wajib membuat buku pemLrantu kas umum
yang terdiri atas :

a. buku pembantu bank;
b. buku pembantu pajak; dan
c. buku pembantu panjar.
Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran
melalui rekening kas Desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan
pengeluaran setoran pajak, ke kas negara/kas daerah melalui
e-bi11ing.

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan catatan pemberian dan
pertanggungj awaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara :

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh
dari pihak ketiga.

Pasal 66

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkal oleh Kaur Keuangan
kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar

■
■

DPA dan SPP
Desa.
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yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala



(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan Spp
yarLg diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan
telah disetujui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui
oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), da.n ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi
pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (S)

ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 67

Buku kas umrrm yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kamr
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Empat
Pelaporan

Pasal 68

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
semester pertama kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa men5rusun iaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun berjalan.
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Pasal 69

Bupati menyampaikan laporan konsoiidasi pelaksanaan APB Desa
kepada Menteri melaiui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 7O

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir
tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 {tiga} bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2} disertai
dengan:
a. iaporan keuangan, terdiri atas :

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan reaiisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 71

Laporan Pertanggungjarn aban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat
minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 7O

diinformasikan kepada masyarakat meialui media informasi.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) paling sedikit
memuat :

a. laporan realisasi APB Desa;
b. laporan realisasi kegiatan;

kegiatan yang belum selesai danlatau tidak terlaksana;
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Pasal 73

Format Kode Rekening, Materi Muatan Pen5rusunan Peraturan
Bupati tentang PenSrusunan APB Desa, Peraturan Desa tentang
APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK
Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembarlgan
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa
Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungiawaban tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengeloiaan
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah
kabupaten.

BAB Ⅵ
KETENTUAN LAIN‐LAIN

Pasal 75

(i) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan
biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk
berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

t2l Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat ( U dilaksanakan oleh
penjabat Kepala Desa Persiapan.
Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional
dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratrrran perundang-

(3)

undangan.



(1)

Pasal 76

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran

administratif danf atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa1 77

DalaFn hal bantuan keuangan da五 Anggaran Pendapatt dan
Belatta Dacrah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan BelanJa
Daerah Kabupaten,hibah dan banman pihak ketiga yang tidak
mengikat disalurkan setelah ditetapkannya Peraturarl Desa

tentang APB Desa tahun berkenaan,Inaka Kepala Desa dapat
melakukan pertlbahan terhadap peraturan Kepala Desa tentang

PenJabararl APB Desa dan sel鋼 utnya pertlbahan/pergeSeran

dilnaksud ditampung dalalrl Pcraturm Desa tentang Pel¬ Llbahan

APB Desa.
Per■lbahan/pergeSeran an器鉗an sebagalmana dilnaksud pada
ayat(1)diinfO・・..asikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa.
Pembahan/pergeseran anggaran sebaga■ mana dilnaksud pada

ayat(1),untuk kemudiarl dimasukan dan ditetapkan dalarn
PerLLbahan APBDesa.

Pengelolaan  keuangan  Desa  sebagalrnana  diatur  dalarn
PeraturaFI Bupati ini Frlulai berlaku untuk APB Desa tahun

anggarar1 2020.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

(1) Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2OtS tentang
Pedoman Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015
Nomor 9),

{21 Peratrrran Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor I Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun

(2)

(3)

(4)

⌒

2015 Nomor 59), dicabut dan



Pasal 79
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 4 Pgqoill;{'r' 2A;9

Diundangkan di Tarnlang Lttang
Pada tanggal(3 ンⅢノ|ヽ

し″は  2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2OTg NOMOR..ft..
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BUPATI BARITO TIMUR,


